4 L nnn3ol

BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR .J TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

Menimbang @ a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Kabupaten Sintang, serta agar tercapai tertib
administrasi, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk
mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan  Kegiatan
Pembangunan dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a
dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 _ tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndoneS}a
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembal:an Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
| Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

'| 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
' Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957));

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12.Peraturan ...
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12. Pcratura{l Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tamsl;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

22 Peraturan ...
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22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kebupaten Sintang
Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008,
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN SINTANG.

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

D
dlam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

th

aerah adalah Kabupaten Sintang.

pemefmtahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Oemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
"omi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

" sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

19 4""c_:k'f‘-ud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

3.Pemerintah
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erintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
pers clenggara Pemerintahan Daerah.
pflr;};ti adalah Bu.pat'i Sintang.
[ 4 peraturan Bupatl Sintang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di
! 5, puat oleh Bupati Sintang.
5 peraturan Perundang-quanga_n adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh
5 Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
“ 7 pengundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam
| g
|

3

Lembaga Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Acara Republik _Indonesia, Tambahan Beritan Negara
[ndonesia, Lembaran Daerah dan'Berlta Daerah. . _

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya d1se‘put APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

1 g Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah

~ yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

‘ keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

10, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

' perangkat daerah pada  pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang. ’

|1, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

‘ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

| pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendarawan Umum Daerah.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna

| APBN/APBD.

' 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang

1 ditetapkan oleh PA untuk mengggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala

\ Daerah untuk menggunakan APBD.

14 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

I6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

17 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit
Organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangberfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah Unit Kerja/Tim untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan

g frang/jasa secara elektronik.

. :®ngadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

\ ‘Ngadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

! dh Kementrian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

Prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

Seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

20. Kementrian ..,
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cmentrian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang
20- selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang menggunakan
ggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran

ol dapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gatuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah
g [nstansi/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
2 pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang
ditunjuk guna melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung
dan E-Purchasing. _

panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
" gitetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
i pckerjaan' . ; i
; y4. Aparat Pengawasan Intern 'Pemermtah atau Pengawas Intern Pada Institusi
lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
engawasan melalui audit,reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan dan fungsi organisasi.

| 5 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang

' menyediakan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
2. Pakta Integritas adalah Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah
dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang
asa.

! 97 l/Birang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

i maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

| atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

: 28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

| 29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan

‘ keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adalah

‘ olah pikir (brainware).

30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware] dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan Pengadaan Barang.

3l Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.

3 Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan

! konstruksi/jasa lainnya yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang

3 /pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang memenuhi syarat.

- Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/pekerjaan
konsmksi dengan jumlah penyedia yang diyakini terbatas dan untuk

4 ge%«:qaan yang kompleks. _

' eplangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
(im nyg untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00

: Pemaﬂj!j-lnmar EUPIEIL, o . . ,

Untyy an Langsung adalah Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

rup; ah)Pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar

35
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geleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk

: ckefjaal;l '};;I;fatdapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang
uhli 2

s;:;cesril Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk

G Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
: upiah).

I:i?uiljﬂkaﬂ Langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa

38. dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. .
pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui

39. pelelangan /Seleksi/Penunjukan Langsung.

i Sayembara adalah met‘oFIe pemilihan Penyedia Jasa yang merqperlomba_kan

" gagasal orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak
iapat ditetapkan berdasarkar} .harga satuan.

1. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan
= parang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
narga/biayanya tidak dapat 'ditetapkan berdasarkan harga satuan. _

42, Surat Jaminan yang Sel_anj.utnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis
" yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi
yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP
untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. . '

1. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,
mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).

44, E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan
secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang
terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

45, Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang
memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

4. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog
elektronik.

47. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau
badan usaha yang memenuhi Kkriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

8 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

36
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BAB II
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

aksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam

) enyelenggaraan pembangunan dan sebagai upaya untuk mewujudkan

kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan

eraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan
dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Tujuannya dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a terciptanya tert%b pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

p terciptanya tert1b~ pelaksanaan pengelolaan barang daerah;

terciptanya tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan
daerah;

d pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;

meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan pembangunan;

f meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
pelaksanaan Kegiatan;

mewujudkan keterpaduan, Kkeserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat
sasaran, tertib administrasi dan disiplin anggaran.

c

€

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi :

a. Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan,;

b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan;

¢. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;

d. Pengendalian administrasi pembangunan,;

¢. Syarat-syarat pencairan dana kegiatan pembangunan;

f Mekanisme penggunaan dana sisa tender dan pekerjaan tambah kuran (CO);

g Masa pemeliharaan dan uang jaminan;

h. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

I Monitoring dan evaluasi;

J. Mekanisme penyerahan kegiatan untuk kegiatan fisik dan laporan akhir untuk
kegiatan non fisik;

k. Struktur pelaksanaan kegiatan pembangunan;

L Contoh-contoh dan format.

Pasal 4

t Rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf
b huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan
UNUf k tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian yang tidak

t A ..
“TPisahkan dari Peraturan ini.

R
} Contoh'c‘)ntoh dan Format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1
tum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB1V ...
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BAB 1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
pada saat Peraturan Bupati ini belum berlaku, maka Petunjuk Teknis
pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang
mempedomanl ketentuan Pcrundang-undangan yang berlaku.

(1)

Sebagai P etunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup
@ diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur secara tersendiri dengan
peraturan Bupati.

|
|
|
i
|
}
E
|
|
{
|
{

BAB V
PENUTUP

Pasal 6
pengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 57
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di
Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1302)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 wwor 2015

4 UPATI SINTANG,

/
1MILTON CROSBY

Diundangkan dj Sintang
Pada tanggal 20 o 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- O,

4

YOSEPHA HASN AL

BE
RiTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMORQ
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PIRANT : :gl;aATURAN BUPATI SINTANG
MM OR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG ; PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SINTANG

1 PENGELOLA DAN PELAKSANAAN KEGIAT AN

1. Pengelola Kegiatan
Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
A. Pemegax}g Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai ke-

wenangan:

1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

3) menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;

4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran;

5) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah;

6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang
dan piutang daerah;

7} menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah; dan

8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran.

c. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
PPKD; dan
3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDj)selaku pejabat
pengguna anggaran/pengguna barang.

d. Pelimpahan kekuasaan dimaksud ditetapkan dengan Kkeputusan
Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kqwenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan

uang.

e. Untuk melaksanakan APBD, Bupati menetapkan: . .
1) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan

Dana (SPD); .
2) Pejabat yang diberi
Membayar (SPM);
3) Pejabat yang diberi wewenang meng
4) .{?e?:l?e?tn}faszg ) ;diberi wewenang menandatangani Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
5) Bendahara penerimaan dan be
6) Bendahara penerimaan P
pengeluaran pembantu;

wewenang menandatangani Surat Perintah

esahkan Surat Pertanggung-

ndahara pengeluaran;
embantu dan bendahara

7).Bendahara ...



